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LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR 
 
 
 
 
 
 

 

TAHUN   2008   NOMOR  6   SERI  E 

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR 

NOMOR  16 TAHUN  2008 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BOGOR, 
 

Menimbang : a bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, 
serta penentuan status pribadi dan status hukum 
setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting 
yang dialami oleh penduduk, perlu dilakukan 
pengaturan tentang penyelenggaraan administrasi 
kependudukan; 

b bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 
dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kota Bogor 
Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan 
Pendaftaran Penduduk perlu diganti; 

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk 
Peraturan Daerah Kota Bogor tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik 
Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota 
Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3019); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Ratifikasi Konvensi  Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32); 

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang 
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3474); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang 
Pengesahan Internasional Convention On The 
Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia             
Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3852); 
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8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         
Nomor 4844); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4634); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia               
Nomor 4674); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            
Nomor 4593); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, 
Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 4736); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

17. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk 
dan Pencatatan Sipil; 

18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2007 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Daerah Kota Bogor    Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); 

19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran 
Daerah Kota Bogor  Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);; 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR 

dan 

WALIKOTA BOGOR 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Bogor. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Walikota adalah Walikota Bogor. 

4. Instansi Pelaksana adalah organisasi perangkat daerah yang 
bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam 
urusan administrasi kependudukan. 

5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan 
penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui 
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi 
penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan 
pembangunan sektor lain. 

6. Sistem Informasi Administasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat 
SIAK, adalah suatu sistem informasi yang memanfaatkan teknologi 
informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi 
administrasi kependudukan ditingkat Penyelenggara dan Instansi 
Pelaksana sebagai satu kesatuan. 

7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang 
masuk secara sah serta bertempat tinggal di Wilayah Indonesia sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

8. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI, adalah 
orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang 
disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia. 

9. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 

10. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan 
Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti 
autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil. 

11. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat 
yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan 
pencatatan sipil. 

12. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, 
pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan 
penduduk rentan adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa 
kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 
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